






A. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan ekonomi secara garis besar meliputi produksi, distribusi dan 
konsumsi. Distribusi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris distribution 
yakni penyaluran dan pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada 
orang lain.1 Pengertian distribusi secara konvesional yaitu proses 
penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan.2 Definisi 
konvesional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung 
mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individual. Berdasarkan 
pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dalam distribusi terdapat proses 
pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki oleh negara.3 
Menurut ensiklopedi ekonomi, distribusi adalah jalan yang dilalui untuk 
mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen akhir. 
Distribusi merupakan proses penyaluran barang dan jasa harta 
kekayaan. Hal ini bertujuan agar tercipta pemerataan ekonomi, sehingga tidak 
ada lagi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Al-quran telah mengatur 
tata cara dalam melakukan distribusi seagimana Allah berfirman: 
 
ۡحُسوًراافَتَۡقعُدَاَملُوٗماام ااۡلبَۡسطِاٱاااُكل اۡطهَاتَۡجعَۡلايَدََكاَمۡغلُولَةًاإِلَٰىاُعنُِقَكاَوَلاتَۡبسُااَوَلا
ۡزقَاٱَرب َكايَۡبُسطُااإِن اا٢٩ اابَِصيٗرااِۦدهِااَنابِِعبَاكَااۥهُااإِن اِلَمنايََشآُءاَويَۡقِدُر االر ِ اا٣٠ااَخبِيَرَۢ
 
Artinya: Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu 
dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi 
tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada 
siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha 
Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya (QS. Al-Isra: 29-30) 
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Ekonomi Islam memaknai distribusi mencakup kepemilikan 
sumbersumber kekayaan. Menurut Afzalurrahman sebagaimana dikutip 
Fathurrahman, konsep distribusi dalam perspektif Islam bermakna pembagian 
hasil kekayaan yang bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi kekayaan, 
sehingga kekayaan yang ada tidak hanya beredar di antara golongan tertentu 
saja namun dapat melimpah dengan merata.5 Definisi lain menurut anas 
Zarqa sebagaimana dikutip Fathurrahman menegaskan bahwa yang dimaksud 
dengan distribusi yaitu, suatu proses transfer pendapatan kekayaan antara 
individu baik dengan cara pertukaran sebagaimana kegiatan di pasar atau 
dengan cara lain seperti warisan, shadaqah, wakaf, dan zakat.6 
Istilah distribusi dalam al-quran dikemukakan dalam beberapa bentuk, 
yaitu: Pertama,  انفق – ينفق  Kedua,  صدقة  Ketiga, 7 .زكاة Zakat adalah 
kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada anggota masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhannya.8 Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, 
kedudukan zakat dalam Islam terdapat dalam rukun Islam yang ketiga setelah 
syahadat dan shalat. Perintah zakat hampir banyak disandingkan dengan 
perintah shalat dalam al-quran9 seperti ”dan dirikanlah shalat, tunaikanlah 
zakat”.10 Oleh sebabnya zakat selain memiliki unsur kewajiban dalam 
mengeluarkannya bagi seorang muslim juga memiliki fungsi sosial. 
Salah satu upaya mewujudkkan kehidupan keagamaan dan 
kemasyarakatan, sebagai partisipasi aktif umat Islam dalam pembangunan, 
dapat dilaksanakan melalui zakat yang diambil dari para muzzaki (wajib 
zakat) yang menjadi hak mustahik (yang berhak meneria zakat) menjadi benar 
keberadaan zakat apabila dikelola dengan baik dan tepat. Pengelolaan zakat 
yang diatur oleh Badan Amil Zakat bertujuan meningkatkan 
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pendayagunaanya untuk hal-hal yang produktif, dimana aspek 
pengelolaannya menurut hukum mengenai tempat dilaksanakan melalui 
zakat, sasarannya sangat luas terhitung delapan asnaf. Hal ini Allah SWT 
berfirman:11 
 
تُاٱإِن َماا دَقَٰ ِكينِاٱِلۡلفُقََرآِءاوَاالص  مِاٱوَااۡلَمَسٰ قَابِاٱَوفِيااقُلُوبُُهمۡااُمَؤل فَةِالۡاٱۡيَهااوَاَعلَاانَاِليۡلعَٰ الر ِ
ِرِمينَاٱوَا ِاٱاَوفِياَسبِيلِااۡلغَٰ نَاايَضةٗافَرِاالس بِيِل اٱاۡبنِاٱوَااّلل  ِهاٱام ِ ُاٱوَااّلل  اا٦٠اَعِليٌماَحِكيم ااّلل 
 
Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk 
jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 12  
 
Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai 
insani yaitu: Pertama, kedudukan manusia yang berbeda antara yang satu 
dengan yang lain adalah kehendak Allah SWT. Kedua, pemilikan harta hanya 
pada beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan 
ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan. Ketiga, 
pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk 
mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Keempat, Islam 
menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infaq dan 
lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. 
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Dalam suatu negara tentu saja membutuhkan suatu penerimaan 
pendapatan ke dalam kasnya. Pendapatan negara digunakan untuk 
kesejahteraan dan keberlangsungan negara itu sendiri. Selama ini yang 
diketahui diantara sumber penerimaan negara adalah pajak. Di negara-negara 
kaum kapitalis pendapatan negara dibebankan kepada rakyatnya, yang 
terkadang sering mencekik mereka. Negara Islam memiliki sumber-sumber 
pendapatan yang berbeda dengan negara non Islam. Diantara sumber 
pendapatan negara Islam yang paling utama adalah zakat. Dalam sejarahnya 
zakat merupakan salah satu sumber keuangan negara yang memberikan 
pemasukan sangat besar kepada negara. Zakat yang dipungut oleh pemerintah 
bertujuan agar orang kaya berpartisipasi membantu negara dalam 
memberikan kesejahteran kepada rakyatnya. 
Masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam 
pembangunan suatu negara. Salah satunya Indonesia, sejak Indonesia 
merdeka problematika pemberdayaan umat untuk mencapai kesejahteraan 
selalu menarik untuk dibahas. Masalah kemiskinan dan pengangguran selalu 
muncul sekalipun proses pembangunan dilakukan. Sedangkan Islam memberi 
keyakinan dan jalan hidup untuk umat manusia agar dapat mengatasi segala 
permasalahan yang dihadapi dan membimbing menuju kehidupan bahagia di 
dunia dan akhirat.  
Di Indonesia potensi penghimpunan zakat sangat besar mendorong 
lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, seiring dengan 
perkembangannya, Undang-undang tersebut telah ditambahkan dengan UU 
No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan turunannya terkait 
pengelolaan zakat di Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah No 14 
Tahun 2014 dan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014. Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur organisasi dan tata kerja 
BAZNAS. 
Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS 
mewakili wewenang yang mutlak dalam pengelolaan zakat sebagaimana 
diketahui keberadaan BAZNAS Kabupaten Majalengka telah 
 
 
mendayagunakan zakat untuk kepentingan pembangunan infrastuktur. 
Distribusi zakat selama ini berpedoman pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 
60 adalah untuk delapan asnaf, namun kemudian BAZNAS Kabupaten 
Majalengka mendistribusikan zakat untuk infrastruktur yang selama ini 
diambil dari dana pajak dan pendapatan daerah. 
Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui 
dan membahas lebih jauh lagi mengenai distribusi dana zakat dalam sebuah 
tesis yang berjudul Distribusi Dana Zakat Untuk Pembangunan 
Infrastruktur Pada BAZNAS Majalengka.  
 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian di atas terdapat beberapa masalah yang dapat dikaji dan 
diteliti yaitu:  
1. Bagaimana distribusi dana zakat di BAZNAS Majalengka? 
2. Bagaimana implementasi dana BAZNAS Majalengka untuk 
pembangunan infrastruktur?  
3. Bagaimana landasan hukum distribusi zakat untuk pembangunan 
infrastuktur?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini ada tiga tujuan yang hendak dicapai yaitu:  
1. Untuk menganalisis distribusi dana zakat di BAZNAS Majalengka  
2. Untuk menganalisis implementasi dana BAZNAS Majalengka untuk 
pembangunan infrastruktur  
3. Untuk menganalisis landasan hukum distribusi zakat untuk pembangunan 
infrastuktur 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1) Secara Teoritis 
Memberi sumbangan yang positif berupa informasi dunia ekonomi 
bahwa ekonomi Islam dapat berperan dalam perekonomian nasional, 
Maka sebagai salah satu instrumen dari ekonomi Islam yang sangat 
 
 
urgen, Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) perlu dikembangkan, dioptimalkan 
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
2) Secara Praktis 
Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 
mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), penerapan hukum 
dan kemanfaatan penggunaan hasil zakat sehingga dapat diaplikasikan 
dalam bermasyarakat dan lembaga terkait. 
3) Secara akademis 
Dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan 
khususnya dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana umat lewat 
BAZNAS 
 
E. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 
  
1. Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 
di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap). Nugraha 
Hasan: Tesis di Program S-2 Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar 2017. Penelitian berfokus pada pengelolaan 
zakat mal dengan menggali potensi zakat yang ada di daerah tersebut. 
Sedangkan penulis memfokuskan penelitian tesis ini tentang distribusi 
dana zakat untuk pembangunan infrastuktur di BAZNAS Majalengka. 
2. Implementasi Zakat Terhadap Kemaslahatan Umat Sebelum dan Sesudah 
Adanya UU No. 23 Tahun 2011 di Kabupaten Lombok Timur (Studi 
Penelitian Zakat di Bazda). Hikmatul Hidayati MZ: Tesis di Program S-2 
Magister Studi Islam Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis 
Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2016. 
Penelitian berfokus pada pengelolaan dana zakat yang dikaitkan dengan 
UU No. 38 Tahun 1999 maupun UU No. 23 Tahun 2011 serta PERDA No. 
9 Tahun 2009. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian tesis ini 
tentang distribusi dana zakat untuk pembangunan infrastruktur di 
BAZNAS Majalengka. 
3. Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan 
 
 
(Studi deskriptif Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan). 
Syapar Alim Siregar: Tesis di Program S-2 Magister Hukum Islam 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2016. Penelitian berfokus pada 
peran BAZNAS dalam mengimplementasikan UU terhadap pengelolaan 
zakat. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian tesis ini tentang 
distribusi dana zakat untuk pembangunan infrastuktur di BAZNAS 
Majalengka. 
 
F. Kerangka Pemikiran 
Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk 
dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan 
keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat 
maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada 
sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai pengertian distribusi 
pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi 
yang dianut juga model instrument yang diterapkan individu maupun negara 
dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian 
pendapatannya. 
Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam 
Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggung 
jawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling 
memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam 
mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar 
tidak ada pihak yang merasa dirugikan.  
Apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini 
akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Sedangkan Islam 
memfokuskan perhatiannya pada distribusi sebelum membahas sektor 
produksi. Siapakah yang memilikinya, dengan cara bagaimana produk 
didistribusikan, dan apa saja kewajibannya. Pemfokusan pada distribusi 
bukan berarti Islam tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari 
produksi. Dalam distribusi terdapat tujuan antara lain: agar kekayaan tidak 
 
 
menumpuk pada segolongan kecil masyarakat dan faktor produksi yang ada 
perlu mempunyai pembagian yang adil demi kemakmuran negara. 
Islam memberikan penekanan terhadap pencucian dan pembersihan 
jiwa manusia untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang sejahtera 
tetapi tidak pernah menyampingkan pertimbangan yang praktis, Setiap orang 
boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka 
tanpa batasan sosial atau peraturan. Oleh karena itu, tujuan Islam ialah 
memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan 
ekonomi tanpa membedakan status sosialnya.  
Disamping itu Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriah 
yang melampui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-
batasan yang wajar dan seksama. Dalam rangka mengontrol pertumbuhan dan 
penimbunan harta kekayaan, Islam mencegah terjadinya penimbunan harta 
dan memandang setiap orang untuk menyalurkannya demi kebaikan 
masyarakat, 13 diantaranya melalui zakat. 
Salah satu kewajiban dalam Islam adalah mengluarkan zakat, di dalam 
zakat itu terdapat ajaran solidaritas sesame umat Islam. Secara etimologi 
(bahasa) zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, 
tumbuh, dan berkembang.14 Dipahami demikian sebab zakat merupakan 
upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala 
melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang 
memerlukan.15 
Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah 
harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah 
SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya 
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15Amiruddin Inoed., Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat 
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dengan persyaratan tertentu pula.16Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu 
disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih 
berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.17 
Zakat merupakan ibadah yang dapat mensucikan harta, terdapat pula 
di dalamnya sasaran-sasaran yang begitu mulia ada nilai-nilai rohani yang 
tinggi, sebagaimana diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 103:  
 
يِهمااُخذۡا ُرهُۡماَوتَُزك ِ ِلِهۡماَصدَقَٗةاتَُطه ِ اَصلَٰوتََكاسَااَعلَۡيِهۡم اَوَصل ِااَهابِاِمۡناأَۡمَوٰ ااإِن  ال ُهۡمه َكن 
ُاٱوَا اا١٠٣َسِميٌعاَعِليٌمااّلل 
ا
Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan, dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. 
Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.18 
 
 
Dari ayat tersebut akan tampak bagaimana tujuan zakat sebenarnya yang 
harus ditempuh untuk diberikan kepada orang-orang fukoro supaya dapat 
menikmati kebutuhannya jangan sampai harta itu hanya beredar dikalangan 
orang-orang kaya dan mampu oleh karnanya perlu adanya pengertian yang 
mendalam bagi orang-orang kaya untuk mengeluarkan kewajiban zakat dari 
pendapatan ekonominya untuk keperluan fakir miskin yang menjadi haknya.  
Islam telah menjadikan zakat sebagai suatu kewajiban yang harus 
dikeluarkan dari harta yang dimilikinya untuk pendayagunaan yang delapan 
asnaf, pendayagunaan zakat dari kedelapan asnaf tersebut harus tepat 
sasarannya dengan nash al-quran dan al-hadits sebagai upaya untuk 
memberikan suatu kemaslahatan fakir miskin maupun kemaslahatan umat. 
Adapun dari segi kaidah ushul fiqh maslahah mursalah ialah suatu 
kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara, suatu hukum untuk 
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mewujudkan dan tidak pula terdapat suatu dalil syara yang memerintahkan 
untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.19   
Adanya kemaslahatan bagi fakir dan miskin maupun fuquro melalui 
pendayagunaan zakat sebagai upaya untuk meningkatkan hak hidupnya dari 
suatu kebutuhan yang mungkin akan menterlantarkan nasibnya apabila sudah 
tercukupi kebutuhannya akan tampak bagaimana kemaslahatan zakat tersebut. 
Adanya pendayagunaan zakat melalui tanah sebagai upaya untuk memberikan 
gambaran bahwa zakat itu bukan hanya terbatas kebutuhan konsumsi fakir 
dan miskin.  
Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari 
orang yang wajib membayar zakat (muzakki) untuk diberikan kepada mereka 
yang berhak menerimanya (mustahik). Pengelolaan (manajemen) itu meliputi 
kegiatan pengumpulan (perhimpunan), penyaluran, pendayagunaan, 
pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat.20 Sedangkan menurut 
terminologi syariah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas 
sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. 
Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, 
meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi 
pedoman muzakki dan mustahik, baik perseorangan maupun badan hukum 
dan/atau badan usaha.21 
Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 
Tentang Pengelolan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan 
Amil Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak 
melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, 
                                                             
19 Muchtar Yahya dan Fatchurrahman. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. (PT, Al-
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Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. (Jakarta: 2001), 13-14 
 
 
koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan 
oleh Badan Amil Zakat.22 
Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana 
potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum 
bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat 
dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pengelolaan zakat 
secara professional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh BAZNAS. 
Pendistribusian zakat untuk hal-hal yang produktif untuk 
pembangunan infrastruktur dari hasil pengelolaan zakat akan tampak 
bermanfaat asal saja tidak lepas dari nash yang telah ditentukan oleh syara 
juga aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah skema tentang 












Kerangka Pemikiran  
 
Di Kabupaten Majalengka distribusi zakat itu memiliki kepastian hukum 
yang jelas, tetapi kurang dirasakan berkeadilan oleh mustahik sehingga perlu 
pemahaman dari masyarakat akan pentingnya pembangunan infrastuktur 
untuk meningkatkan kesejahteraan umat. 
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G. Metode Penelitian 
Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan sistematis, maka 
metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan tesis ini penulis 
menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang datanya 
diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa hasil observasi, interview 
dan dokumentasi. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian 
menggunakan teori-teori dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang 
berbentuk angka-angka.23   
 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, 
norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang 
akan diteliti.  Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan 
berbagai macam peraturan perundang-undangan, toeri-teori dan literatur-
literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 
Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian 
dengan obyek hukum dengan meneliti kajian pustaka atau data sekunder 
untuk bahan yang diteliti kemudian melakukan penelusuran peraturan-
peraturan dan teori-teori yang berkaitan dan berhubungan  dengan 
permasalahan yang diteliti.24 
3. Jenis dan Sumber Data 
Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan 
analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian 
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:  
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a. Data primer 
Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di 
lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa 
interview dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh  
dari pengelola BAZNAS Majalengka.  
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, 
hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.25 Sumber-
sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan 
tulisan yang berhubungan dengan permasalahan pendistribusian dana 
zakat. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar 
untuk memperoleh data yang diperlukan.26 Pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah:  
a. Interview  
Interview adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 
menggunakan percakapan langsung dengan orang sebagai sumber 
informasi untuk memperoleh suatu penjelasan.27 Penjelasan dalam hal 
ini terkait dengan pendistribusian dana zakat untuk pembangunan 
infrastruktur. Interview dilakukan dengan pengelola BAZNAS 
Majalengka. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data 
tertulis atau yang berbentuk tulisan. Sumber data tertulis dapat berupa 
dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan 
juga foto.28 Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 
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memperoleh data terkait masalah pendistribusian dana zakat untuk 
pembangunan infrastuktur di BAZNAS Majalengka.  
 
5. Teknik Analisa 
Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah 
analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap 
ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan 
kebenarankebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab 
persoalanpersoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis data 
dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai 
materi yang menjadi fokus penelitian. Materi tersebut berupa 
pendistribusian dana zakat untuk pembangunan infrastuktur. Metode ini 
digunakan untuk memahami materi yang terkait dengan pendistribusian 
dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kualitatif adalah 
menyajikan data dan analisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik 
yang berbentuk angka-angka. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai 
berikut: Bab pertama berisi Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian, 
Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, 
dan Sistematika Pembahasan. Bab kedua berisi tentang kerangka teori tentang 
distribusi zakatdistribusi zakat. Bab ketiga berisi tentang zakat dan pola 
distribusi. Bab keempat berisi analisis strategi dan model distribusi dana zakat 
di BAZNAS Majalengka. Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan 
dan saran-saran.  
 
 
